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PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   9  TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA  

DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA  

LEMBAGA REHABILITASI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, perlu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial bagi Penyalah Guna 

Narkotika dan Pecandu Narkotika; 

  b. bahwa Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas yang 

salah satunya yaitu meningkatkan kemampuan lembaga 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Pecandu 

Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

maupun masyarakat; 

  c. bahwa terbatasnya jumlah lembaga rehabilitasi narkotika 

menimbulkan dampak terhadap penyalah guna, pecandu 

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang 

tidak dapat mendapatkan akses layanan rehabilitasi, 

sehingga Badan Narkotika Nasional berupaya untuk 

meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi, salah 
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satunya yaitu dengan memberdayakan dan 

mengoptimalkan kemampuan lembaga rehabilitasi milik 

masyarakat agar dapat menyelenggarakan layanan yang 

sesuai dengan standar rehabilitasi yang ditentukan; 

  d.  bahwa Badan Narkotika Nasional saat ini belum memiliki 

pengaturan penyelenggaraan rehabilitasi bagi pecandu 

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika pada 

lembaga rehabilitasi komponen masyarakat, sehingga 

diperlukan pengaturan terhadap hal ini; 

  d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, sampai dengan huruf d maka perlu 

menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang 

Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika 

dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Lembaga 

Rehabilitasi Komponen Masyarakat; 

 

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5062); 

  2.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 

  3.  Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2085); 

  4.   Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 

2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi 

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1942); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG 

PENYELENGGARAAN REHABILITASI BAGI PECANDU 

NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

PADA LEMBAGA REHABILITASI YANG DISELENGGARAKAN 

OLEH MASYARAKAT. 

 

Pasal 1 

Penyelenggaraan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan 

korban penyalahgunaan narkotika pada lembaga rehabilitasi 

yang diselenggarakan masyarakat memiliki tujuan: 

a. menyediakan acuan bagi lembaga rehabilitasi komponen 

masyarakat dalam melaksanakan layanan terapi dan 

rehabilitasi gangguan penyalahgunaan narkotika secara 

teknis; 

b. menyediakan petunjuk teknis terkait tata cara lembaga 

rehabilitasi komponen masyarakat mendapatkan 

peningkatan kemampuan dari Badan Narkotika Nasional; 

dan 

c. meningkatkan pemahaman pelaksana layanan dalam 

penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan 

korban penyalahgunaan narkotika pada lembaga 

rehabilitasi komponen masyarakat. 

 

Pasal 2 

Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan 

rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi yang 

diselenggarakan oleh masyarakat. 

 

Pasal 3 

Petunjuk teknis rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 tercantum dalam Lampiran  yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 
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Pasal 4 

Ruang lingkup dari petunjuk teknis penyelenggaraan 

rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi yang 

diselenggarakan oleh masyarakat, terdiri atas: 

a. pendahuluan; 

b. pemenuhan standar rehabilitasi; 

c. pelaksanaan rehabilitasi secara umum; 

d. program layanan rehabilitasi medis; 

e. program layanan rehabilitasi sosial; dan 

f. pengendalian program. 

 

Pasal 5 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  20 September 2018 

 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

HERU WINARKO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 September 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

             ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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